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DHARMMOTIAMA SA TY A PRAJA 
PEMERIN'fAB KABOI'ATEN SE•MARANG 

PERATURAN DAllRAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 15 TAHUN' 2000 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAJ:l'.MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

: bahwa dengan diundangkannya Uodang-undaog Nomor 22 Tahun 
1999 temang Pemerintahan Daerab dan berlakunya Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoma.o 
Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan 1<elurahan, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan D..,,,h 1enIang Pedoman 
Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan ; 

: I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Ien111ng Pembentukan 
Daerah-<laerab Kabupaten Dalam Linglrungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Uodang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubaban Batas,. 
bataa wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerab Swatantra 'lingkat 0 
Semarang (Lembaran Negara Tabun 1958 Nomor 118 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 1652) ; 

3. Undaog-undang Nomor 22 Tahun 1999 teotang Pomerintahan 
Daorab ( Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 60, Tarnbaban 
Lembaran Negara Nomor 3839 ); 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tabun 1976 tentang Perluaaan 
Kotamadya Daerab Tingkat n Semarang ( Lembaran 
Negara Tahun 1976 Nomor 2S , Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 3079) ; 

5 Peraturan Penierintab Nomor 69 Tahun 1992 ·temaog Perubaban 
Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat ll Salatiga dan 
Kabupaten Daerab Tingkat n Semarang ( Lembaran 
Negara Tabun 1992 Nomor 114,Tarnbaban Lembaran Negara 
Nomor 3500) ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tabun 1999 tentang 
Pedoman Unmm Pengaruran meogcnai Pembentukan 
Kelurahan ; 
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I. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah ( Lenlbaran 
Daei:ah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor I I ) ; 

2. Keputusan Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 12 Tahun 2000 te11tang Persetujuan 
Penetapan Pei:aturan Daerah Kabupaten Semarang Tei:nang 
Pemenntahan Desa/Kelurahao ; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKJLANRAKYATDAERAHKABUPATEN SEMARANG 

MEMUTUSKAN : 

Mcnetapkan : PERATURAN DAERAl'I TENl'ANG PEDOMAN 
PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. 

BAB I 

KETEN1'UAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 

I . Pembentukan Kelurahan adalah tindaka:n pembentukan 
Kelurahan baru sebagai alcibat pemccahan, penggabungan dan atau 
perubahan Desa. 

2 .. Kelurahan adalah wilayah ketja Lurah scbagai Perangkat Oae,ah 
Kabupaten dibawah Ke<:al11Jl!an. 

3. Lurah adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kcpala KeJurahan 
di 0-.ierah Kabupaten Semarang. 

4. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamaiao 
di Daerah Kabupaten Semarang. 

5. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adaWt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Semarang. 

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disiogkat BPD adalab 
Sadan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pcrnuka masyarakat 
yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 
membuat Peraturan Desa, menampung dan meoyalurkan aspirasi 
masyarakat serta o>elakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

8. Lirtgkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan 
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BAB D 

TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN 

Pasal2 

Tujuan Pcmbentukan Kelurahan, adalah untuk meningkatkan kegiatan 
dan kemampuao penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna 
dao berbasil guna dan meningkatlran pelayanan te.rbadap masyarakat 
sesuai dengan tingkal perkembangan Pembaogunan. 

BAB ID 

PEMBENTIJKAN KELURAHAN 

Pasal 3 

Kehu-ahao dibentuk di Wilayah Kecamatao deog:an memperhatikan 
persyaratao luas wilayah , jumlah penduduk, pot.ensi dan kondisi sosial 
budaya masyarakat . 

Pasal 4 

(I) Didalam pembeotukan Kelurahan, syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dan fakt0t- .raktor yang diperbatikao : 

a. jumlab p.enduduk. paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 Kepala 
Keluarga dao paling baoyak 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala 
Keluarga; 

b. luas wilayah, yaitu mampu dijangkau scca,ra dayaguna dalam 
pelayaoao masyarakat ; 

c. lctalc, yaitu meliputi komunikasi, transponasi dan jarak 
deogan pusat kegiatan pemerintaban dan pusat•pusal 
pengembaogan ; 

d. prasarana meliputi perhubuogan, pcmasaran, sosial dan 
prasaraoa fisik pemerintahan • 

e. sosial budaya meliputi agama dan adal istiadat ; dan 

t: pola kehidupan melipuli mata pencaharian dan cm-cm 
kehidupan masyarakatnya . 

(2) Kelurahan dibentuk deogan memperbatika:n Cin•cm sifat 
masyarakatnya : 
a. majemuk ; 
b. lebih dinamis ; 
c. sensitif dan kritis ; dao 
d. dukungan sosial ekonominya mayoritas bulcan dari pertanian. 
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Pasal 5 

(I) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak Jag) 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , 
dapat meojadi Desa baru atau digabuog densirn Kelurahan atau 
Desa yang lain setelah dimu.syawarabkan deagan tokoh-tok.oh 
masyarakat di wilayahnya. 

(2) Kelurahan yang jurnL,h penduduknya melampaui jumlab 
peruluduk maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf a dan dengan pertimbangan telmis Pemerintahan dao 
pelayaoao tcrhadap masyarakat memungkinkan untuk dipecah. 

Pasal 6 

( L) Penggabuogan Keluraban sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5 
ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Lunih melalui Camat 
kepadaBupati Semarang setelah dimusyawarabkan dengan tolroh· 
tokob masyarakat . 

(2) Usul Lurah tebagaimana dimaksud dalaJn ayat (I) oleh Bupati 
Semarang dimintalcao persctujuan DPRD . 

(3) Alas persctujuan DPRD, Bupari Semarang menerbitkan Pcraturao 
Dactah mengenai Penggabungan Keluraban . 

BAB N 

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN 

Pasal 7 

Desa-desa yaQg memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dapat dibentuk menjadi keluraban aias prakasa masyarakat. 

Pasal 8 

(I) Peruba.ban Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 diusulkan oleh Pemerintah Desa ataS persetujuan BPD 
kcpada Bupati Semarang dengan tembusan Camat. 

(2) Atas persetujuan DPRD, Bupati Semarang menetapkao Peraturan 
Daerab mengcnai perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

Pasal 9 

Desa yang berubah menjadi Kelutaban kewenaogan desa scbagai suatu 
kcsatuao masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat berdasatkao asal usul dan adat istiadat 
setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai 
perangkat Daerah Kabupaten Semarang di bawah Kecamatan. 
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Pasal 10 

Seluruh kebyaan clan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik 
Desa dengan berubahnya swus Ke!urahan diserahkan dan menjadi 
milik Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Pasal JI 

(I) Kepala Desa dan Perangkal Desa dan anggota BPD dari Desa• 
desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang memenuhi 
persyaratan dapat diangkal menjadi PNS sesuai dengan peraturan 
perunda.ngan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerab 
Kabupaten Semarang 

(2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) yang tidak memenuhi 
persyaratan diberhentikan dari jabalan, dibcrikan penghargaan 
sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupate:n Semarang. 

Pasal 12 , . 
Usulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (I) dan Pasal 8 ayat (I) 
dilengkapi dengan keterangan tentang monografi Desa dan pela 
Kelurahan dan atau Desa lama dan baru . 

.BAB V 

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAY AH 

Pasal 13 

Kcputusao Bupati Semarang tentang Pernbentulcan Kelurahan 
menetapkan Nama, Luas Wilayah, Batas Kelurahan. 

Pasal 14 

(I) Untuk memperlancar jalannya Pernerintahan Kelurahan dapat 
dibeotuk beberapa Lingkuol!)lo. 

(2) Pembeotulcan Lingkuogan sebagaimana dimalcsud ayat (I) dengan 
memperbatikan jumlab penduduk, lr.ondisi wilayah dan jangkauan 
pelaksanaan Pemerintaban serta ditetapkan dalam Keputusan 
Bupati Semarang. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dikelola me!Alui Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dcngan 
memperhatikan kepentingan Keluraban yang bersangkutan. 

Pasal 16 

(I) Bagi Perangkat Desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan, 
Peranglcat Desa yang bersanglrutan tetap menjalankan tugas sesuai 
fungsinya sampai dcngan adanya Perangkat Daerah yang ada di 
Kelurahan definitif. 

(2) Perangkat 0esa:· sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap 
mendapatkan hak-balcnya . 

BAB VIlJ 

KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 17 

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundaoglran. 

Agar setiap OJ'8ll8 mengelahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang 

----~l.lN~ QAI.AM Lft.l!ARAN OAEAAH I 
~9 TAOOGAL· 11-10 .:,ooo 

ERAH 

Ditetapkan di 

Pada tanggiil 

Ul!lgafan 

JO - JQ,. .l tJOU 

0 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR I!, T AHUN 2000 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

I. UMUM 

Bahwa dengan berlalrunya Undang-undang Nomor 22 Talnm 1999 Tahun 
1999 tenlang Pemerintahan Daerah, kbususnya Pasal I I I yang menentulcao 

"Pengaturan lebih lanjut mengeoai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten , sesuai dengan Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah 
berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlAb Kq,utusan Mentcri Dalam Negcri 

Nomor 65 Tahun I 999 tentaag Pedoruan Umum Peogaruran mengenai 
Pembentukan Kelurahan. 

Salab satu Peraturan Daerab Kabupaten Semarang dalam rangka 

melaksanakan ketentwm Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 
Keputusan Meoteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tersebut di atas adalah 

Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan. 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pual2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 



• 

- 8-

PssalS 

Cukup jelas 

Pssal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal a . ,· 
Cukupjelas 

Pssal 9 

Cukupjelas 

Passi 10 

Cukupjclas 

Panlll 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Passi 14 

Cukup jelas 

; • Pasal IS 

Cukup jelas 

Paul 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 
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